
Menteri Kehutanan menetapkan Hasil Revisi I atas
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru

(PIPIB Revisi I)

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2011tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Kehutanan telahmenetapkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17Juni 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin BaruPemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan KawasanHutan dan Areal Penggunaan Lain. Surat Keputusan ini disertai lampiran Peta denganskala 1 : 250.000.Peta Indikatif Penundaan Izin Baru direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkanhasil pembahasan teknis yang telah dilakukan antara Kementerian Kehutanan, BadanKoordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pertanahan Nasional-RI,Kementerian Pertanian, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan pada bulan November 2011 serta masukan dari para pihak terkaitlainnya, maka telah ditetapkan SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tanggal 22
November 2011 tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin
Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)” besertalampiran petanya dengan skala 1 : 250.000.Dalam pelaksanaan revisi peta, Tim memperhatikan: hasil survei lapangan terbaru;perkembangan Tata Ruang; data dan informasi penutupan lahan terkini dan masukandari masyarakat. Perubahan luas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB Revisi I)pada Kawasan KSA-KPA bertambah sebesar 109 ribu ha dan Hutan Lindung berkurangsebesar 119 ribu ha terjadi karena perkembangan Tata Ruang; pada Hutan AlamPrimer terjadi penambahan luas sebesar 1,2 juta ha karena adanya data baru Citrasatelit resolusi tinggi dan checking lapangan, sementara di Lahan Gambut terjadipengurangan sebesar 4,8 juta ha karena dilakukan survey lapangan. Secarakeseluruhan terjadi pengurangan luas PIPIB sebesar 3,6 juta ha.Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/ Walikotadalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedomanpada lampiran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) Hasil Revisi I ini. Secaralengkap Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 besertalampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Kehutananwww.dephut.go.id. Jakarta, Desember 2011
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